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BAB III  

KONFLIK ROHINGYA DAN DESAKAN MALAYSIA 

 

Konflik Rohingya adalah konflik kemanusiaan yang 

dialami oleh suatu etnis beragama Islam yang bernama etnis 

Rohingya. Mereka awalnya tinggal dan telah menetap lama di 

wilayah Myanmar sejak sebelum Myanmar berdiri, tepatnya 

saat wilayah mereka masih bernama Arakan dan bukan 

Rakhine seperti sekarang ini. Selama konflik ini, etnis 

Rohingya selalu mendapat perlakuan sewenang-wenang dari 

pemerintah Myanmar. Mereka juga banyak diserang secara 

fisik oleh masyarakat etnis Budha disana termasuk para 

pemimpin agama Buddha yang juga sangat bersikap keras 

kepada mereka hingga banyak dari warga beretnis Rohingya 

yang meregang nyawa ditanah mereka sendiri. Desa-desa 

mereka dihancurkan. Pemerkosaan yang dialami oleh kaum 

wanita Rohingya juga telah terjadi. Dengan begitu banyaknya 

kesewenang-wenangan, kekerasan fisik, pembunuhan, 

pemerkosaan, penghancuran rumah-rumah dan properti-

properti mereka yang mereka alami membuat mereka memilih 

untuk berusaha keluar dari Myanmar. Gelombang pengungsi 

yang berjumlah ratusan ribu jiwa dari etnis Rohingya ini 

menyebar ke berbagai wilayah di negara-negara tetangga 

Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan 

kebanyakan menuju Bangladesh. 

Malaysia sebagai negara yang turut terdampak akibat 

konflik ini kemudian melakukan banyak usaha untuk 

menghentikan konflik yaitu dengan mendesak pemerintah 

Myanmar agar berusaha keras untuk menangani konflik ini 

secara cepat dan tuntas. 

A. KRONOLOGI KONFLIK ROHINGYA 

Konflik Rohingya merupakan konflik yang cukup 

menyita perhatian dunia saat ini, baik itu pada tingkat negara-

bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan regional seperti 

ASEAN, para akademisi, bahkan media internasional juga 

menyoroti tentang hal ini. Konflik ini terjadi dan dialami oleh 
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suatu kelompok etnis bernama etnis Rohingya yang 

merupakan penganut agama Islam, dan mereka menetap di 

Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami 

diskriminasi secara terstruktur, pembunuhan, pemerkosaan, 

perampasan hak-hak, penghancuran kampung-kampung 

mereka, juga dimusuhi oleh pemerintah Myanmar dan 

mayoritas masyarakat Myanmar yang  beragama Buddha. 

Oleh karena itu, etnis Rohingya yang awalnya menetap di 

Myanmar, terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka 

itu dan mengungsi ke berbagai wilayah negara-negara 

disekitarnya. Orang-orang tua, dewasa, pemuda, wanita, anak-

anak, balita, bahkan bayi dari etnis Rohingya ini menghadapi 

berbagai tantangan dalam pelarian mereka untuk keluar dari 

Myanmar. Usaha pelarian mereka itu mendapat hambatan dari 

otoritas Myanmar sendiri yang berjaga-jaga didekat perbatasan 

Myanmar dan Bangladesh. Dalam perjalanan mereka keluar 

dari Myanmar, orang-orang etnis Rohinggya ini tak sedikit 

yang meregang nyawa. Jalur pelarian yang mereka gunakan 

antara lain sungai dan bahkan ada yang mengarungi laut. 

Ratusan ribu orang dari etnis Rohingya ini terpencar ke 

berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan 

mayoritas pengungsi berada di Cox’s Bazar, Bangladesh. 

Kehidupan mereka di dalam wilayah pengungsian yang berada 

di Cox’s Bazar tersebut tentu sangat serba terbatas. 

Berdasarkan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh 

etnis Rohingya ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa menobatkan 

mereka sebagai etnis yang paling teraniaya didunia. 

Rohingya adalah sebuah nama untuk menyebut suatu 

etnis yang beragama Islam, mendiami negara bagian Rakhine, 

Myanmar. Terdapat dua versi yang menjelaskan asal-usul etnis 

Rohingya. Pertama, mereka sudah mendiami wilayah itu jauh 

sebelum negara Myanmar berdiri. Mereka adalah keturunan 

dari bangsa Arab, Persia, Tukri, Mughal dan Bengal yang 

datang ke wilayah Rakhine, Myanmar yang dulu disebut 

Arakan sebagai pedagang, tokoh agama, dan pejuang. Kedua, 

Pemerintah Myanmar, masyarakat Myanmar lainnya termasuk 
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penduduk lokal Rakhine yang bukan pemeluk agama Islam 

secara umum menolak untuk menyebut mereka Rohingya dan 

lebih menggunakan nama Bengalis atau Chittagonian karena 

dianggap bukan penduduk asli Myanmar. Etnis Rohingya 

dianggap sebagai orang-orang imigran yang saat masa lampau 

datang ke wilayah Rakhine selama Pemerintahan Inggris 

masih berkuasa disana
22

. Walaupun sebenarnya di Myanmar, 

tidak hanya etnis Rohingya yang beragama Islam, tetapi juga 

ada etnis lain seperti etnis Bamar, Zerbadee, Panthay, Kaman, 

Tambukia, Mrohaung, dan Myay Du
23

. 

Untuk mengetahui akar permasalahan yang 

menyebabkan konflik Rohingya ini bisa terjadi, maka kita 

harus melihat lebih detail tentang masa lalu mereka antara lain 

seperti masa lalu tentang asal-usul mereka, masa lalu tentang 

hal-hal penting yang mereka alami, dan masa lalu tentang 

proses yang menyebabkan mereka terlibat dalam konflik dan 

akhirnya banyak dari kalangan mereka yang menjadi korban 

dalam konflik tersebut, hingga mereka dinobatkan oleh PBB 

sebagai etnis paling teraniaya didunia dan menyebabkan 

mereka harus mengungsi ke negara-negara tetangga disekitar 

Myanmar. 

Asal-usul mereka berawal jauh sebelum berdirinya 

negara Myanmar. Rohingya adalah keturunan penduduk 

Muslim yang tinggal di Arakan jauh sebelum Inggris 

menguasai Myanmar dan Arakan. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya dokumen sejarah  yang ditulis oleh Francis Buchanan 

di tahun 1799 yang mana dia menggunakan istilah 

Rooinga(saat ini disebut Rohingya) sebagai penduduk Muslim 
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di Arakan
24

.  Banyak orang-orang Arab, Turki, Persia, 

Mughal, dan Bengal yang datang ke wilayah Myanmar yang 

dulunya disebut Arakan, wilayah Arakan masuk dalam 

wilayah Kerajaan Arakan Budha. Mereka datang sebagai 

pedagang, tokoh agama, dan pejuang yang kemudian tinggal 

dan menetap di Arakan, berbaur bersama penduduk asli 

Arakan. Hingga akhirnya muncullah masyarakat Muslim 

Arakan
25

. Pada abad ke-12, masyarakat Muslim Arakan 

memiliki hubungan dekat dengan Raja Bengal yang kemudian 

gelombang Islamisasi muncul hingga abad ke-17, namun 

toleransi antar umat beragama saat itu berlaku. Ketika Raja 

Burma menguasai Arakan, terjadilah pembantaian dan 

penetapan kerja paksa. Akibat hal itu terjadilah gelombang 

perpindahan pertama secara besar-besaran ke Bengal yang 

merupakan wilayah Koloni Inggris
26

. 

Hingga akhirnya Inggris melakukan kolonialisasi 

terhadap wilayah Burma. Kemudian membentuk unit 

administratif dibidang teritorial dan etnis, Inggris juga 

membentuk kondisi sosial dan politik. Pada tahun 1823, 

terjadilah perpindahan besar-besaran masyarakat India Muslim 

yang dilakukan oleh Inggris menuju Arakan dalam rangka 

untuk menjadi tenaga kerja perkebunan dan dermaga di 

wilayah kolonial Burma dan mereka rela dibayar lebih rendah 

dari upah masyarakat Burma pada umumnya
27

. Hal ini 
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memicu perasaan benci pada masyarakat Burma yang 

beragama Budha karena mereka dipaksa keluar dari lapangan 

pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. 

Kebijakan Inggris berupa Divide et Impera ( divide and rule) 

juga menjadi alasan dan sebab kunci dari adanya ketegangan 

antara etnis saat itu. Kelompok etnis dan keagamaan yang 

bersedia loyal kepada Inggris akan lebih disukai Inggris untuk 

masuk kedalam militer dan lebih disukai untuk ditunjuk untuk 

mengisi posisi senior dalam pemerintahan
28

. Pada tahun 1920-

an muncullah hukum pernikahan sebagai hal yang kembali 

memicu ketegangan antara masyarakat Budha dan masyarakat 

pendatang India yang Muslim. Kemudian pada 1930-an 

pecahlah kerusuhan antara masyarakat Budha dan Muslim 

dikarenakan sengketa berkepanjangan tentang hukum 

pernikahan tersebut, ditambah lagi dengan kebencian 

masyarakat Budha yang merasa lapangan pekerjaan mereka 

dirampas oleh masyarakat pendatang Muslim India dan 

kesulitan secara sosial dan ekonomi mereka yang meluas 

diakibatkan oleh kondisi penurunan ekonomi dunia pada 1930-

an. Kerusuhan itu diawali dengan konflik yang terjadi antara 

pekerja dermaga Burma dan India. Konflik ini menyebabkan 

terjadinya kekejaman yang sangat parah. Orang-orang dari 

kedua belah pihak mengalami kekejaman berupa isi perut 

mereka dikeluarkan dari tubuh dan anggota badan mereka 

dipotong-potong  dengan pisau dan kapak. Para wanita dan 

anak-anak dari kedua belah pihak juga mengalami kekejaman. 

Hal-hal itu membuktikan adanya kebencian antara masyarakat 

Muslim India dan masyarakat Burma. Pada tahun 1938 pecah 

kembali kerusuhan sebagai rangkaian lanjutan dari kerusuhan 

pada 1930 yang langsung menargetkan kekerasan terhadap 

Muslim. Kerusuhan tersebut terjadi karena terus meningkatnya 

ketegangan atas isu hukum pernikahan. Koran-koran disana 

juga menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap Muslim 

karena mereka dianggap mengambil kekayaan masyarakat 

Burma dan juga kekayaan dari anak-anak perempuan dan 
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saudara-saudara perempuan masyarakat Burma. Dalam aksi 

yang dilakukan masyarakat Budha, mereka menginginkan 

adanya hukuman yang diberikan kepada masyarakat Muslim, 

mereka juga menginginkan agar pemerintah untuk membentuk 

organisasi masyarakat sipil dan menjamin harta dari kaum 

perempuan Budha yang diperistri oleh Laki-laki Muslim. 

Hasutan dari koran-koran tersebut dan publikasi dari aksi yang 

dilakukan masyarakat Budha juga menjadi penyebab dari 

kerusuhan pada 1938. Kerusuhan tersebut menyebabkan 

banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak, sebanyak 113 

masjid juga dibakar. Setelah kerusuhan tersebut terjadi, 

investigasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Komite 

Penyelidikan menghasilkan adanya usulan dari dua Legislator 

Inggris, dua perwakilan Masyarakat Budha Burma, dan dua 

pemimpin masyarakat Muslim untuk membatasi pengiriman 

tenaga kerja dari India. Pemerintah India dan Burma 

melakukan perjanjian  indo-Burma Immigration Aggrement 

pada 1941 yang berisi pembatasan terhadap masyarakat India 

ke Burma. Namun perjanjian tersebut tidak memiliki dampak 

apapun karena Jepang mulai memduduki Burma pada 1942
29

. 

Kemudian kerusuhan kembali pecah untuk yang ketiga 

kalinya antara orang-orang Budha Arakan dan Muslim. 

Pemicu dari kerusuhan dan kekerasan ini terjadi karena buntut 

berkepanjangan dari memburuknya kondisi sosial-ekonomi 

seperti pada kerusuhan sebelumnya di tahun 1938. Akibat dari 

kekerasan ini menjadikan banyaknya rumah orang-orang 

Muslim yang terbakar, ratusan ribu orang Muslim lari ke arah 

utara Arakan, bahkan ada yang melarikan diri hingga melewati 

perbatasan menuju India. Orang-orang Arakan Budha di utara 

Arakan yang mengetahui bahwa banyak Muslim yang menuju 

utara Arakan, mereka kemudian juga bermigrasi ke arah 
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selatan Arakan. Dari hal ini maka terjadilah pemusatan 

penduduk dari kedua belah pihak, Muslim Arakan berada di 

wilayah utara Arakan sedangkan orang-orang Budha Arakan 

berada di bagian selatan Arakan
30

. Inggris berupaya untuk 

mundur dari Burma karena Jepang mulai berusaha menduduki 

Burma. Namun, Inggris yang walaupun hampir menemui 

keruntuhannya di Burma kemudian mempersenjatai simpatisan 

Muslim yang masih loyal kepada mereka – etnis Rohingya 

termasuk didalamnya – dan membentuk mereka kedalam 

pasukan bernama V Force yang bertujuan untuk 

memperlambat atau bahkan untuk menghentikan pendudukan 

Jepang di Burma. Simpatisan Muslim ini juga dijanjikan akan 

diberikan area khusus di Barat Daya Arakan oleh Inggris yang 

bernama Muslim National Area . Sementara dari Pihak orang-

orang Budha Arakan memihak Jepang dan dipersenjatai oleh 

Burma Independence Army pimpinan Aung San. Kedua 

kelompok tersebut kembali berseteru secara fisik yang 

mengakibatkan adanya pembantaian brutal dan Rohingya juga 

banyak yang menjadi korban. Pada saat yang sama, telah 

terjadi banyak perpindahan penduduk dari Chittagong, 

menjadikan penduduk Muslim di Barat Daya Arakan 

bertambah pesat
31

. Jepang akhirnya mampu menduduki 

Burma. Jepang menempatkan orang-orang etnis Burma 

kedalam posisi administrasi dan menghapus perlindungan 

kepada etnis-etnis minoritas yang akhirnya menjadikan adanya 

serangan berdarah antara Burma Independence Army dan 

minoritas. Ketika Aung San dan U Nu memimpin Burma, 

status wilayah Muslim National Area yang diberikan Inggris 

ke Rohingya dihapuskan. Kemudian organisasi Muslim yang 

dipimpin rohingya bertemu Jinnah – orang yang akan menjadi 

Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1947 – untuk 

menyatukan Barat Daya Arakan menjadi Muslim State of 

Pakistan, namun ditolak oleh Jinnah dan Aung San. Pada 
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tahun 1948 Burma akhirnya merdeka dan dipimpin oleh Aung 

San. Namun kelompok Mujahid kembali muncul dikarenakan 

adanya keyakinan pada mereka bahwa umat Muslim secara 

umum dan etnis Rohingya secara khusus mengalami 

penganiayaan, maka mereka melancarkan perjuangan untuk 

berpisah dan membuat negara Muslim sendiri, namun 

angkatan bersenjata orang-orang Burma berhasil membuat 

mereka menyerah dan tindakan aniaya terhadap Rohingya 

belum berakhir sejak saat itu. Perlu diingat juga bahwa 

gerakan Mujahid tersebut tidak merepresentasikan semua 

Muslim di Arakan, dan walaupun banyak dari mereka adalah 

mantan pemimpin V Force namun tidak mendapat dukungan 

dari para pemimpin Rohingya. Kemerdekaan Burma bisa 

terjadi karena mendapatkan dukungan dari kelompok-

kelompok etnis yang ada termasuk minoritas seperti Rohingya. 

Pada saat itu juga, Perdana Menteri U Nu dan kemudian 

Perdana Menteri U Ba Sue mengakui Rohingya sebagai etnis 

didalam Burma sebagai langkah untuk menghentikan konflik 

pasca kemerdekaan Burma
32

.  

Pemerintahan Burma saat itu didominasi oleh etnis 

Burma, dan kaum-kaum  etnis minoritas melihat adanya 

pelanggaran terhadap janji Aung San kepada mereka, dan 

kaum-kaum minoritas tersebut merasa bahwa identitas mereka 

sedang terancam. Akhirnya kembali terjadi konflik didalam 

negara Burma yang baru saja merdeka, hampir semua etnis 

minoritas berani melawan pemerintahan yang ada saat itu. 

Pihak Militer Burma mengambil kesempatan saat konflik itu 

dengan berusaha melakukan kudeta pada tanggal 2 Maret 1962 

guna menguasai pemerintahan dan akhirnya mereka pun 

berhasil. Pemerintahan yang dipimpin Militer dikepalai oleh 

Jendral Ne Win kemudian mencabut semua hak-hak warga 

sipil terhadap mereka yang melawan pemerintahan yang 

dipimpin militer. Ne Win juga melihat bahwa etnis Rohingya 
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adalah musuh dan tidak mengakui etnis Rohingya sebagai 

bagian dari Burma. Pada reformasi administratif tahun 1964, 

Myanmar menjadi negara sentralis
33

. Pemerintahan Ne Win 

kemudian mengubah drastis kehidupan etnis Rohingya. 

Wilayah tempat tinggal mayoritas etnis Rohingya berada yang 

awalnya bernama Arakan, kemudian diubah namanya menjadi 

negara bagian Rakhine. Konstitusi baru Myammar pada tahun 

1974 membuat etnis Rohingya tidak dapat memiliki 

representasi di parlemen. Pada tahun itu juga terbentuklah 

organisasi Rohoingya Patriotic Front Armed Group. Pada 

tahun 1977/1978, pemerintahah Myanmar melakukan operasi 

pembersihan wilayah Myanmar dari mereka yang tidak 

memiliki dokumen identitas nasional, yang mana operasi itu 

bernama Operasi King Dragon. Militer melakukan tindakan 

yang sangat brutal kepada etnis Rohingya yang tidak memiliki 

dokumen identitas nasional. Hal ini menyebabkan banyaknya 

etnis Rohingya yang lari ke Bangladesh, terdapat sekitar 

250.000 orang yang melarikan diri saat itu. Dunia 

internasional menyuarakan agar dilakukan tindakan konkret 

untuk menghadapi masalah ini. UNHCR (United Nations 

Refugee Agency) kemudian memfasilitasi perjanjian antara 

Pemerintah Bangladesh dan Pemerintah Myanmar yang 

kemudian menghasilkan suatu operasi yang dilakukan oleh 

Militer Myanmar yaitu Operasi Shwe Hintha(Golden Bird). 

Operasi ini memiliki tujuan yaitu memulangkan kembali etnis 

Rohingya ke Rakhine, Myanmar.Tahun 1982 Myanmar 

mengeluarkan Hukum Kewarganegaraan. Dalam hukum ini 

memuat daftar nama-nama etnis yang diakui pemerintah 

Myanmar sebagai warga negaranya, dan sayangnya nama etnis 

Rohingya tidak termasuk di dalam hukum itu. Akhirnya resmi 

sudah etnis Rohingya menjadi etnis yang tidak diakui 

keberadaannya sebagai bagian dari Myanmar, dan juga 

akhirnya mereka tidak memiliki kewarganegaraan. 

Konsekuensi dari status mereka yang tidak diakui sebagai 
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warga negara Myanmar, menjadikan mereka tidak terlindungi 

dari kesewenang-wenangan dan perlakuan kekerasan dari 

polisi, militer dan otoritas Myanmar. Myanmar kembali 

melakukan Operasi Phi Thaya. Dalam operasi ini kembali 

etnis Rohingya mengalami perlakuan yang kejam seperti 

siksaan, kerja paksa, pelecehan, pemerkosaan, lahan mereka 

diambil secara paksa, penghancuran properti, dan eksekusi di 

Rakhine. Tahun 1991/1992, mulai terjadi kembali gelombang 

pengungsian besar-besaran etnis Rohinyga ke Bangladesh. 

Sekitar 250.000 orang mengungsi dan kembali menetap di 

tenda-tenda pengungsian yang sebelumnya telah mereka 

tempati. Organisas-organisasi HAM internasional dan 

kesehatan internasional tidak diizinkan masuk untuk 

membantu mereka. Mulai tahun 1991, partai-partai politik 

Rohingya mulai dihapuskan.  Sebuah badan bentukan 

Myanmar yang menjaga perbatasan antara Bangladesh dan 

Rakhine dibentuk pada tahun 1992 yang bernama Nat-Sat Kut-

Kwey Ye (NaSaKa). Merekalah badan yang juga bertanggung 

jawab atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh 

etnis Rohingya. Konsekuensi lain yang dialami oleh etnis 

Rohingya dikarenakan mereka yang tidak memiliki 

kewarganegaraan antara lain mereka tidak memiliki hak untuk 

memiliki berbagai macam properti, mereka juga dilarang 

untuk meninggalkan desa mereka, dilarang untuk mengenyam 

pendidikan, tidak diizinkan untuk memiliki tempat-tempat 

ibadah, bahkan mereka harus meminta izin pemerintah terlebih 

dahulu jika ingin menikah dan memiliki anak. Etnis Rohingya 

juga harus menderita karena mereka hanya mampu bekerja 

kasar dan selalu digaji rendah
34

. 

Sejak reformasi politik terjadi pada tahun 2011, konflik 

didalam negeri Myanmar kembali terjadi. Pada 2012 kaum 

militan Buddha bernama Ma Ba Tha memicu terjadinya 
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kekerasan terhadap Rohingya
35

. Mei 2012, kerusuhan kembali 

terjadi. Isu pemicu kerusuhan yang berkembang dimasyarakat 

bahwa adanya pembunuhan disertai perkosaan wanita 

beragama Buddha yang dilakukan oleh laki-laki Muslim. 

Kerusuhan ini terjadi disepanjang negara bagian Rakhine. 

Keluarga-keluarga dari etnis Rohingya terpaksa kembali untuk 

bersembunyi di dekat perbatasan dengan Bangladesh untuk 

menghindari konflik, yang mana saat itu kemah-kemah 

pengungsian disana sudah sangat penuh
36

. Kerusuhan kembali 

terjadi pada bulan Juni tahun 2012. Saat itu massa Arakan 

menyerang desa-desa yang ditinggali oleh etnis Rohingya. 

Kerusuhan terjadi sebagai  ajang balas dendam orang-orang 

Buddha terhadap dugaan pemerkosaan yang dialami oleh 

wanita beragama Buddha oleh laki-laki dari kalangan Muslim. 

Kerusuhan kemudian menyebar di berbagai tempat seperti di 

Sittway, Maungdaw dan Buthidaung. Hal ini  menyebabkan 

banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, namun korban 

jiwa dari etnis Rohingya lebih banyak. Pemerintah Myanmar 

menyatakan keadaan darurat didalam Myanmar. Human Right 

Watch kemudian membeberkan citra satelit yang 

menggambarkan kerusakan pada wilayah yang ditinggali oleh 

Rohingya. Akibat kerusuhan ini kerusakan terjadi dalam ruang 

lingkup yang luas, dengan kerusakan bangunan karena 

dibakar. Kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama 

Oktober 2012, Maret dan Juni 2013 mulai ditargetkan tidak 

hanya kepada etnis Rohingya saja namun juga seluruh 

minoritas Muslim secara umum di Rakhine, dan juga 

kerusuhan tersebut lebih terorganisir
37

. Oktober 2012, 

gerombolan massa membakar seluruh desa-desa, rumah-rumah 

dan tempat ibadah. Selama Juni hingga Oktober 2012 sudah 
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lebih dari seratus orang yang meninggal. Selama kerusuhan 

pada Oktober 2012 saja seratus lebih orang yang mengalami 

luka-luka, anak-anak yang lemah juga turut menjadi korban. 

Banyak juga yang terpuruk kondisinya didalam kemah-kemah 

pengungsian dengan kondisi kesehatan yang buruk serta 

ketersediaan makanan yang tidak mencukupi. Human Right 

Watch juga menambahkan kerusakan terjadi pada bangunan 

sejumlah 4.855, dan sebagian besarnya yang rusak adalah 

wilayah pemukiman penduduk. United Nations Under-

Secretar-General for Humanitarian Affairs,Valerie Amos 

memberitahukan bahwa pengungsi di Kota Sittwe, ibu kota 

Rakhine selama Desember 2012 dalam kondisi yang 

memprihatinkan. Pengungsi didalam Kota Sittwe berjumlah 

sekitar 78.000, ribuan  pengungsi juga ada yang berada 

dibagian utara negara bagian Rakhine. Mereka dalam kondisi 

seperti buruknya kondisi sanitasi, dan terkurung dikarenakan 

kondisi keamanan yang mencekam bagi mereka. Bahkan ada 

orang-orang Rohingya yang melarikan diri melewati 

perbatasan menuju negara-negara disekitarnya seperti 

Bangladesh, Malaysia, India, Thailand, dan Indonesia dengan 

menggunakan perahu yang kurang memadai. Keberadaan 

mereka banyak ditolak oleh negara tujuan pelarian tersebut, 

mereka juga banyak yang diasingkan didalam tempat yang 

kotor, dan mereka juga menjadi korban perdagangan manusia 

dikarenakan tidak mampu untuk kembali ke Myanmar
38

. Maret 

2013, Presiden Thein Sein memberitahukan bahwa akan 

menggunakan kekuatan pemaksa untuk menghentikan konflik 

keagamaan dan kerusuhan yang telah terjadi. Namun, tindakan 

Presiden Thein Sein tersebut justru membuat suasana semakin 

buruk. Lebih dari satu juta etnis Rohingya hidup dalam 

keadaan yang tidak layak. Kerusuhan kembali berkecamuk 

ketika pada tahun 2013 karena adanya berita pembunuhan 

wanita beragama Buddha. Massa kemudian meminta agar 

pelaku diserahkan kepada mereka, namun ditolak. Hingga 
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akhirnya konflik terjadi, massa menyerang orang-orang 

Muslim di Laisho
39

.  

Navi Pillay, seorang Komisioner Tinggi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa 

terdapat pembunuhan 48 orang Rohingya selama insiden pada 

tanggal 9 dan 13 Januari 2014. Pillay meminta Pemerintah 

Myanmar untuk melakukan upaya penyelidikan terkait hal ini. 

Pemerintah Myanmar pun akhirnya membentuk sebuah tim 

penyelidik untuk mencari kebenaran terkait apa yang 

disampaikan oleh Pillay tersebut. Masyarakat internasional 

juga memperhatikan konflik ini dengan adanya usaha 

masyarakat internasional yang berupaya memberikan bantuan. 

Namun, masyarakat Myanmar umumnya memiliki perasaan 

benci kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan tersebut. 

Bahkan orang-orang dari dalam negeri Myanmar yang 

memberikan bantuan kepada Rohingya telah diancam jika 

menolong etnis Rohingya. Pada Februari 2014, organisasi non-

pemerintah Doctors without Borders dilarang untuk ke 

Myanmar. Masih pada bulan yang sama, organisasi bernama 

Maltesar Internasional tidak diizinkan untuk melanjutkan 

pemberian bantuan di Myanmar. Kantor Maltesar 

Internasional akhirnya juga menjadi sasaran serangan dari 

massa Arakan, bahkan mereka juga menyerang rumah-rumah 

pribadi milik staf organisasi tersebut
40

. Pada tahun 2014 juga 

terjadi penyerangan kepada pihak polisi penjaga perbatasan 

saat mereka berpatroli yang dilakukan oleh Rohingya 

Solidarity Organization. Penyerangan tersebut mengakibatkan 

meninggalnya empat orang petugas polisi. 

Militer memiliki posisi yang membuat mereka memiliki 

kekuatan besar di dalam negeri Myanmar. Pada tahun 2008, 

seperempat kursi di dalam parlemen diamankan oleh militer 

agar pihak militer dapat mendudukinya. Mereka juga memiliki 
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pengaruh kuat didalam tiga kementerian, serta militer tidak 

dapat dikendalikan oleh kekuatan sipil manapun didalam 

Myanmar. Dikarenakan hal-hal inilah Aung San Su Kyi  tidak 

mampu segera untuk menyelesaikan konflik Rohingya disaat 

konflik ini terbilang sangat genting untuk diselesaikan karena 

konflik ini terjadi disaat Myanmar sedang dalam masa transisi 

menuju era demokrasi.( untuk setelah tahun 2015) 

Pada tahun 2016 sebuah organisasi bernama ARSA ( 

Arakan Rohingya Salvation Army) terbentuk di sebuah tempat 

pengasingan di Saudi Arabia. ARSA menyangkal bahwa 

mereka telah melakukan kontak dengan kelompok teroris lain, 

namun International Crisis Group menegaskan bahwa mereka 

jelas memiliki suatu hubungan dengan kelompok teroris
41

. 

Oktober tahun 2016 dilaporkan telah terjadi penyerangan yang 

dilakukan oleh ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) 

kepada polisi penjaga pos-pos pemeriksaan. ARSA berhasil 

membunuh beberapa petugas polisi yang sedang bertugas. 

ARSA menyatakan bahwa keberadaan mereka hanya untuk 

menjamin keselamatan etnis Rohingya dari orang-orang non-

Muslim. Dalam kampanye mereka yang disampaikan lewat 

banyak video, ARSA jugaberusaha untuk memperjuangkan 

hak-hak sipil dan politik dari Rohingya. Militer Myanmar 

merespon dengan menggunakan kekuatan luar biasa besar 

untuk membalas hal itu. Sehingga pecahlah kembali konflik di 

dalam Myanmar. Akibatnya warga-warga sipil biasa 

mengalami kekerasan dan kesewenang-wenangan, serta lebih 

dari 70.000 orang lari dari Myanmar menuju kemah-kemah di 

Bangladesh. Kaum-kaum militan ARSA yang tidak mampu 

dibasmi oleh militer Myanmar terus bergerak untuk 

mempersiapkan rangkaian serangan selanjutnya. Mereka 

merekrut pengikut-pengikut baru dari daerah-daerah terpencil 

disepanjang daerah Rakhine sebelah utara. Orang-orang baru 

tersebut diajarkan cara membuat perlengkapan penyerangan 
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seperti membuat peledak. Pada Agustus 2017, ARSA juga 

melakukan penyerangan yang berakibat pada pembunuhan  

kepada orang-orang Rohingya yang memihak pemerintah 

Myanmar sebagai kepala desa, dan informan. Ratusan kepala 

keluarga yang mereka curigai memihak pemerintah Myanmar 

juga tidak luput sebagai target pembunuhan. ARSA 

menganggap mereka semua ini adalah pengkhianat. Tanggal 

25 Agustus 2017, ARSA kembali melakukan penyerangannya 

secara terorganisir dan penyerangan ini merupakan kelanjutan 

dari penyerangan pada tahun 2016. ARSA menyerang polisi-

polisi penjaga pos dan tentara-tentara penjaga. ARSA juga 

melakukan mobilisasi massa Rohingya laki-laki yang masih 

mau mengikuti mereka untuk bergabung dalam serangan saat 

itu. Militer Myanmar mengatakan bahwa dari pihak penyerang 

yang tewas berjumlah 371 orang. Militer Myanmar juga 

membalas serangan ARSA tersebut dengan kekuatan yang luar 

biasa kuat. Mereka juga mempersenjatai masyarakat lokal 

Rakhine sebagai cara untuk membantu dan mendampingi 

tentara-tentara. Militer juga menyerang warga-warga yang 

membantu ARSA. Konflik ini kemudian menyebabkan ratusan 

ribu etnis Rohingya pergi melarikan diri ke Bangladesh. Hal 

ini juga membuat PBB dan beberapa INGO lainnya yang 

melakukan pendampingan pada konflik sebelumnya terpaksa 

menghentikan kegiatan mereka itu dan menarik diri dari area 

konflik di utara Rakhine pada awal september
42

. Berdasarkan 

laporan dari kelompok-kelompok HAM, mereka mengatakan 

bahwa dalam konflik ini telah terjadi pembunuhan sewenang-

wenang, pemerkosaan secara sistematis, pembakaran rumah-

rumah penduduk etnis Rohingya, dan pengusiran
43

. 
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B. BENTUK-BENTUK DESAKAN MALAYSIA PADA 

TAHUN 2016 - 2017 

Malaysia sebagai salah satu negara tujuan para 

pengungsi dari etnis Rohingya,  sebagai tetangga Myanmar, 

dan sebagai sesama anggota ASEAN bersama Myanmar, 

melihat bahwa konflik ini harus diselesaikan. Malaysia merasa 

bahwa konflik ini akan berbahaya bagi kawasan Asia 

Tenggara. Berbagai macam potensi negatif seperti beban yang 

bertambah dalam hal sosial-ekonomi dari negara-negara tujuan 

pengungsi, prinsip-prinsip ASEAN yang mulai diabaikan oleh 

Myanmar, ancaman terorisme juga sangat mengkhawatirkan 

dan mengancam negara-negara didalam ASEAN.  

Malaysia telah melakukan berbagai macam upaya 

desakan untuk menghentikan konflik ini. Malaysia telah 

menyuarakan protes terkait perlakuan Myanmar kepada etnis 

Rohingya, telah menyampaikan kepada Myanmar untuk 

menyelesaikan konflik Rohingya ini melalui forum 

internasional. Malaysia juga telah menghubungi dan 

bekerjasama dengan berbagai pihak seperti PBB, ASEAN dan 

termasuk bekerjasama dengan pemerintah Myanmar secara 

langsung.  

Pada tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah Malaysia 

melalui Menteri Luar Negerinya menyinggung tentang konflik 

Rohingya ini dalam forum Menteri Luar Negeri ASEAN. 

Dalam kesempatan itu Menteri Luar Negeri Malaysia 

menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia terus memantau 

perkembangan dari konflik etnis Rohingya ini. Malaysia juga 

mengetahui bahwa Myanmar telah melakukan beberapa upaya 

untuk menyelesaikan konflik ini. Malaysia bersama pihak-

pihak lain seperti Indonesia dan Thailand mencoba membantu. 

Dalam kesempatan itu Malaysia memberikan beberapa 

rekomendasi untuk dilakukan oleh pemerintah Myanmar 

seperti: mengizinkan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk 

masuk dan membantu masyarakat yang terdampak didalam 

area konflik; menyarankan agar seluruh anggota ASEAN 

membantu Myanmar untuk menyelesaikan konflik ini 
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bersama-sama dengan cara membantu pendampingan di 

Rakhine; meminta agar International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies untuk dapat masuk dan 

memberikan bantuan kemanusiaan; menyarankan agar 

ASEAN membentuk tim investigasi dan memastikan kondisi 

di Rakhine, serta menjadikan tim itu untuk menyediakan 

rekomendasi-rekomendasi bagi ASEAN untuk menyelesaikan 

konflik ini; menyarankan agar Myanmar untuk serius 

menyelesaikan konflik ini mulai dari akarnya; menginginkan 

agar Myanmar sadar terhadap perhatian negara-negara sahabat 

didalam ASEAN dan komunitas internasional; Malaysia 

bersedia membantu Myanmar
44

. 

Malaysia mengekspesikan perhatian terhadap konflik ini 

juga dengan membaginya kepada Vijay Nambiar, seorang 

Penasihat Khusus dari UNSG yang pada akhirnya bersama 

banyak agensi dari PBB menyuarakan perhatian terhadap 

kondisi HAM yang memprihatinkan di Rakhine, Myanmar
45

. 

Suara desakan untuk menyelesaikan konflik ini 

Malaysia lakukan juga melalui forum Organisasi Kerjasama 

Islam pada 19 September 2017. Malaysia didalam forum ini 

kembali menyuarakan perhatiannya atas konflik Rohingya 

yang kembali pecah pada tanggal 25 Agustus 2017. Malaysia 

kembali menyuarakan juga untuk tetap serius membantu 

Myanmar dalam hal penyelesaian konflik ini. Konflik ini 

menurut Malaysia, dapat menjadi ancaman serius bagi 

keamanan kawasan Asia Tenggara, sehingga Malaysia 

menekankan agar Myanmar serius mengatasi menyelesaikan 

konflik ini, meminta agar militer Myanmar untuk 

mengehentikan tindakannya dan mengizinkan agar bantuan 

kemanusiaan dapat masuk ke Myanmar, menekankan agar 

Myanmar mengembalikan kembali etnis Rohingya ke dalam 

Myanmar dengan aman dan juga mengembalikan hak-hak 
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mereka, menekankan agar Aung San Suu Kyi agar menaati 

dan menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari Advisory 

Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan, 

juga mendesak agar para pelaku pelanggar HAM yang terbukti 

melakukan kejahatan HAM didalam konflik itu untuk diseret 

ke pengeadilan
46

. 

Bentuk desakan lain yang Malaysia lakukan yaitu 

dengan turut berani bersuara tentang  kondisi yang 

memprihatinkan di Rakhine dan kondisi etnis Rohingya itu 

sendiri dalam keterangan terpisah mereka dari kegiatan yang 

sedang diikuti oleh pejabat pemerintahan Malaysia di banyak 

saluran informasi baik kepada media massa nasional Malaysia 

maupun diluar Malaysia maupun juga kepada organisasi-

organisasi lainnya . Seperti dalam berita daring milik 

okezone.com tanggal 22 Desember 2016,  Malaysia 

mengatakan bahwa krisis yang dialami etnis Rohingya ini jika 

tidak diselesaikan dengan segera, maka akan menyebabkan 

masalah ini meluas kemana-mana. Malaysia menambahkan 

bahwa banyak orang-orang Rohingya ini mengungsi dari 

konflik ini ke berbagai negara lain yang ada di ASEAN 

terutama Indonesia dan Malaysia, para pengungsi dari etnis 

Rohingya ini datang secara ilegal dan karena hal inilah akan 

membuat masalah semakin meluas. Malaysia juga mengatakan 

bahwa masalah ini adalah masalah bersama anggota-anggota 

ASEAN yang harus diselesaikan juga secara bersama.  

Kemudian dalam halaman website berita news.detik.com, 

pihak Malaysia melalui Deputi Perdana Menteri Malaysia 

Ahmad Zahid Hamidi memberitahukan bahwa gejolak di 

Myanmar telah menyebabkan banyaknya gelombang 

pengungsi etnis Rohingya oleh karena itu Malaysia 

menyerukan bahwa dunia internasional harus turut perduli 

terhadap penderitaan yang dialami oleh etnis Rohingya ini. 

Dalam halaman berita channelnewsasia.com tertanggal 25 
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September 2017, Malaysia menyampaikan desakan kepada 

Myanmar untuk segera merealisasikan komitmennya 

mengehentikan konflik Rohingya ini dengan segera 

mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang 

termuat dalam laporan akhir komisi penasihat untuk Rakhine.  

Malaysia kembali mendesak dengan memanggil 

langsung Duta Besar Myanmar untuk Malaysia. Malaysia 

menyampaikan protes dan perhatiannya terhadap perlakuan 

keras Myanmar yang terjadi di Rakhine terutama kepada 

minoritas Muslim dari Etnis Rohingya. Malaysia juga 

mengatakan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi telah 

menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar belum memiliki 

niat kuat untuk menyelesaikan konflik ini, dan Malaysia 

berniat akan mengangkat isu ini untuk disebarluaskan ke 

forum internasional yang lebih tinggi
47

. 

Pada Desember 2016, Pemerintah Malaysia memimpin 

aksi protes terkait konflik Rohingya dan menyampaikan 

banyak desakan. Najib Razak sebagai Perdana Menteri 

Malaysia menyuarakan dan mendesak agar seluruh dunia tidak 

boleh diam terhadap konflik yang dialami oleh etnis Rohingya,  
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Najib juga mendesak agar dunia ikut menjadikan konflik 

Rohingya sebagi masalah bersama dan dunia harus 

menyelesaikan masalah ini dengan turut serta memanggil dan 

mendesak PBB, International Criminal Court, dan Organisasi 

Kerjasama Islam untuk melakukan sesuatu terkait konflik 

Rohingya
48

. Najib Razak yang memimpin aksi tersebut juga 

menyuarakan agar negara-negara ASEAN meningkatkan 

tekanan terhadap Myanmar. Pemerintah Malaysia tidak akan 

pernah mau untuk menutup mata dan mulutnya terkait konflik 

Rohingya dan menyamakan opini bahwa hidup etnis Rohingya 

harus dilindungi dikarenakan sesama manusia dan bahwa 

hidup etnis Rohingya juga berharga. Dalam protes itu juga 

disampaikan tentang derita-derita yang dialami etnis Rohingya 

seperti kekerasan berdara, pemerkosaan, penyiksaan, dan 

pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, dan 

mendesak agar pemerintah Myanmar menghentikan tindakan 

tersebut
49

. 

Selanjutnya masih pada tahun 2016, Upaya desakan lain 

dilakukan dengan cara mendesak dan memanggil negara-

negara ASEAN untuk mengulas dan meninjau kembali 

keanggotaan Myanmar sebagai anggota ASEAN dengan 

sambil menyinggung tentang kekerasan dan pembersihan etnis 
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yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis 

Rohingya
50

.  

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyerukan 

secara langsung kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden 

Republik Indonesia untuk ikut serta mengadakan aksi 

demonstrasi seperti yang dilakukan oleh Malaysia sebagai 

bentuk desakan kepada Myanmar dengan narasi yang 

diutarakan yaitu kewajiban untuk tetap mengamalkan isi 

Piagam ASEAN untuk melindungi Hak-Hak Asasi Manusia
51

. 

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengajak 

masyarakat Indonesia agar turut serta dalam upaya 

penghentian konflik yang dialami etnis Rohingya ini. 

Ketika tim sepakbola Malaysia dijadwalkan untuk 

bertanding dengan tim sepakbola Myanmar dalam laga 

pertandingan persahabatan untuk pemain dibawah umur 22 

tahun, Malaysia menyatakan mengundurkan diri dan menolak 

untuk bertanding dengan Myanmar sebagai bentuk protes dan 

isyarat bahwa isu kekerasan terhadap Rohingya juga menjadi 

perhatian yang mendalam bagi pemerintah Malaysia.  

Pada 2016, pemerintah Malaysia melalui Menteri Luar 

Negerinya, Anifah Aman mengatakan bahwa mereka sedang 

mempersiapkan diri untuk menjalin komunikasi langsung 

dengan Pemerintah Myanmar. Mereka berencana bertemu dan 

akan berdiskusi langsung dengan Penasihat Negara Myanmar 

sekaligus Pemenang Hadiah Nobel yaitu Aung San Suu Kyi. 

Malaysia berencana berdiskusi dengan Aung San Suu Kyi 

untuk membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa 
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dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara mayoritas Muslim 

lainnya untuk membantu Myanmar, mencari resolusi 

perdamaian dan berusaha untuk menghentikan dugaan 

pelanggaran HAM serta berusaha menghentikan kekerasan 

terhadap etnis Rohingya
52

. 

Pada tahun 2017, Malaysia menunjukkan desakan 

secara tidak langsung yaitu dengan cara melancarkan misi 

bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk membantu secara 

langsung etnis Rohingya. Misi ini dijalankan oleh 

Kementerian Pertahanan Malaysia yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Bangladesh. Bantuan di distribusikan oleh 

relawan-relawan Malaysia dari banyak organisasi yang 

bekerjasama dengan Malindo Air. Malaysia juga berencana 

untuk berdiskusi langsung dengan Pemerintah Bangladesh 

untuk membangun rumah sakit militer di area pengungsian 

dalam rangka untuk menjadikan penyaluran bantuan bisa lebih 

efektif
53

. Bantuan yang dikirimkan yaitu berupa obat-obatan, 

makanan berupa biskuit dan nasi, juga kebutuhan lain seperti 

sabun. Selain mengirimkan bantuan, misi ini juga berusaha 

untuk menilai situasi di kemah-kemah pengungsian di 

perbatasan Bangladesh-Myanmar
54

. Peluncuran misi 

kemanusiaan ini menandakan bahwa Malaysia menaruh 

perhatian mendalam atas konflik ini dan tidak setuju terhadap 

perlakuan pemerintah Myanmar yang begitu keras terhadap 
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etnis Rohingya dan  juga sebagai upaya desakan secara tidak 

langsung kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan 

konflik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya
55

. 

 Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam 

kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat, selain 

membahas isu-isu perdagangan dengan Presiden Amerika 

Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Najib Razak juga 

mengangkat isu yang dialami oleh etnis Rohingya. Najib 

Razak kemudian mengutarakan kondisi sesungguhnya yang 

terjadi di Rakhine dan etnis Rohingya, dan mengutarakan 

ancaman-ancaman yang terjadi jika konflik ini tidak segera 

diselesaikan. Hal-hal yang disampaikan Najib tersebut kepada 

Trump kemudian membuahkan hasil. Donald Trump mau 

membuka matanya lebih lebar dan mengekspesikan 

kemarahan terkait konflik yang dialami etnis Rohingya. Dia 

menginstruksikan bawahannya untuk mempelajari situasi di 

Rakhine dan mmempersiapkan bantuan kemanusiaan yang 

dapat dikirim kesana. Hingga akhirnya, Pemerintah Amerika 

Serikat dan Pemerintah Malaysia bersama-sama menyerukan 

bahwa kekerasan yang ditujukan kepada etnis Rohingya harus 

dihentikan
56

. 

Suara lantang desakan Malaysia kembali terdengar saat-

saat terakhir forum ASEAN Ministerial Meeting on 

Transnational Crime(AMMTC) yang ke-11. Malaysia 
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menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada sedikitpun maksud 

untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dalam hal 

ini keamanan di Rakhine, namun yang Malaysia 

permasalahkan adalah cara pemerintah Myanmar yang 

bertindak keras terhadap etnis Rohingya yang telah 

menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, dan menderita 

hingga banyak dari etnis Rohingya yang mengungsi keluar 

dari Myanmar dan merana di tenda-tenda pengungsian 

mereka
57

. 

Pada Januari 2017, kembali dalam Organisasi 

Kerjasama Islam tepatnya didalam forum Extraordinary 

Session of the OIC Council of Foreign Ministers on the 

Situation of the Rohingya Muslim Mynority in Myanmar. 

Dalam forum yang dihadiri oleh 42 negara menghasilkan 

dokumen Resolution on the Situation of the Rohingya Muslim 

Minority in Myanmar dan dokumen Final Communique of the 

Extraordinary Session of the OIC Council of Foreign 

Ministers on the Situation of the Rohingya Muslim Minority in 

Myanmar,  dan tentu saja forum tersebut sepakat untuk 

menerapkan kedua isi dari dokumen tersebut. Inti dari kedua 

dokumen tersebut yaitu mendesak pemerintah Myanmar 

mengizinkan agar bantuan-bantuan dari luar Myanmar dapat 

masuk, menghilangkan akar permasalahan dari konflik 

tersebut seperti pengakuan kewarganegaraan etnis Rohingya, 

pemerintah Myanmar juga didesak agar mereka mau 

menyediakan hak-hak dasar manusia bagi etnis Rohingya. Isi 

desakan juga menginginkan agar pemerintah Myanmar 

mengambil langkah-langkah cepat dan berkelanjutan untuk 
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memulangkan etnis Rohingya ke tanah mereka di Rakhine 

dengan aman
58

. 

Berani bersuara lantang kepada dunia hingga tersebar 

luas melalui berbagai macam media massa dan kanal-kanal 

berita berbagai macam organisasi, menyuarakannya pada 

forum-forum internasional seperti ASEAN dan OKI, 

menyuarakannya langsung kepada Myanmar, dan bahkan 

membicaraknnya kepada negara kuat seperti Amerika Serikat, 

telah membuktikan bahwa pemerintah Malaysia memiliki 

perhatian yang sangat mendalam terkait konflik dan kekerasan 

yang dialami oleh etnis Rohingya. Desakan-desakan Malaysia 

tersebut juga menyiratkan bahwa isu Rohingya ini adalah isu 

yang serius. Malaysia menginginkan agar konflik ini cepat 
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berakhir dan tidak menimbulkan masalah yang lebih luas dan 

lebih buruk lagi kedepannya. 

Myanmar menyatakan bahwa konflik Rohingya ini 

adalah urusan dalam negerinya dan seharusnya tidak boleh ada 

pihak manapun yang  ikut mencampuri urusan dalam negeri 

Myanmar ini. Oleh karena itu dalam menanggapi desakan-

desakan yang sudah dilakukan Malaysia, Myanmar 

beranggapan bahwa Malaysia terlalu mencampuri urusan 

dalam negeri mereka
59

. Oleh karena Myanmar menganggap 

bahwa konflik Rohingya ini adalah urusan dalam negeri 

mereka, Myanmar mengingatkan kepada Malaysia untuk 

menghormati kedaulatan Myanmar
60

. 

Meskipun begitu, Pemerintah Myanmar mengakui 

bahwa konflik ini adalah masalah bagi negara mereka 

sehingga sudah mulai berinisiatif melakukan usaha-usaha 

untuk menyelesaikan konflik Rohingya ini
61

. Pada bulan 

September tahun 2016, Daw Auang San Suu Kyi membentuk 

sebuah komisi bernama Advisory Commision yang 

bekerjasama dengan Kofi Annan Foundation terkait 

penyelesaian konflik di Rakhine. Advisory Commision berhasil 

mengeluarkan laporannya pada Agustus 2017 yang berisi 

berbagai rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan 

konflik ini. Desember 2016, pemerintah nasional Myanmar 

membentuk komisi yang bernama Investigation Commision on 

Maungdaw in Rakhine State, komisi ini ditugaskan untuk 

melakukan investigasi terkait berbagai situasi yang ada di 
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Rakhine. Kemudian Militer Myanmar juga membentuk tim 

investigasi terkait dengan tindakan militer di dalam konflik ini. 

Kepolisian Myanmar juga membentuk tim investigasi pada 12 

Februari 2017 untuk melakukan investigasi terkait dengan 

adanya dugaan pelanggaran didalam konflik. Pada 13 Oktober 

2017, Militer Myanmar kembali membentuk tim investigasi 

untuk menyelidiki tindak-tanduk militer didalam konflik yang 

pecah pada Agustus 2017. Pada akhir 2017, Pemerintah 

Myanmar membentuk komite yang bertujuan untuk 

memberikan rekomendasi terkait implementasi dari 

rekomendasi-rekomendasi yang terdapat pada laporan akhir 

dari Advisory Commission on Rakhine State
62

. Namun, dengan 

berbagai macam usaha-usaha seperti diatas, hingga bulan 

Desember tahun 2017 konflik di Rakhine yang dialami oleh 

etnis-etnis minoritas termasuk etnis Rohingya belum juga 

selesai ditandai dengan masih adanya gelombang pengungsi ke 

area perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh
63

. 

 Akar permasalahan yang menyebabkan etnis Rohingya 

ini mengalami banyak kekerasan atas hak asasi mereka 

sebagai manusia adalah tentang status kewarganegaraan 

mereka. Kita tahu bahwa etnis Rohingya saat ini tidak diakui 

sebagai warga negara Myanmar dikarenakan tidak diakui 

didalam hukum kewarganegaraan Myanmar yang berlaku pada 

tahun 1982. Banyak pihak dalam masyarakat internasional 

seperti organisasi-organisasi non-pemerintah, bahkan termasuk 

aktivis-aktivis yang telah mendorong agar Pemerintah 

Myanmar memberikan status kewarganegaraan Myanmar 

kepada mereka agar konflik ini segera berakhir
64

. Sebenarnya 

pada tahun 2016 dibentuk sebuah komisi yang bernama The 

Pyidaungsu Hluttaw‟s Legal Affairs and Special Cases 
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Assessment Commission yang mana bertugas mengulas 

berbagai macam hukum-hukum yang ada di Myanmar. Terkait 

dengan hukum kewarganegaraan tahun 1982, komisi tersebut 

tidak menyentuh sedikitpun tentang hal itu. Kemudian, dari 

hal ini dapat diketahui bahwa hukum kewarganegaraan tahun 

1982 dibiarkan begitu saja tanpa ada rencana untuk dilakukan 

amandemen
65

.  Hingga akhir tahun 2017, kesediaan 

Pemerintah Myanmar untuk melakukan amandemen terhadap 

hukum kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tersebut belum 

terealisasi. Padahal hal tersebutlah yang menjadi akar 

permasalahan dari berbagai macam kekerasan dan 

diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya.   
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